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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) yang dimanfaatkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelola keuangan daerah. SIPD merupakan
aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung proses
perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan di tingkat pemerintah daerah.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh
dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD baru digunakan oleh
BPKAD Kota Dumai pada tahapan perencanaan dan penganggaran. Terdapat
kelemahan yang masih dihadapi dalam penerapan SIPD.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah; hambatan

ABSTRACT

This research aimed to examine the use of the Regional Government Information
System (SIPD) utilized by the Regional Financial and Asset Management Agency
(BPKAD) in managing regional finances. SIPD is an application mandated by the
central government to support the processes of planning, administration, and
financial reporting at the regional government level. This research employs a
qualitative descriptive method with data obtained through interviews. The results
show that SIPD has only been implemented by BPKAD Dumai City in the planning
and budgeting stages. The results indicate that SIPD has only been implemented by
BPKAD Dumai City in the planning and budgeting stages. However, several
challenges remain in the implementation of SIPD.

Keywords: Regional Government Information System; Regional Financial and Asset
Management Agency; obstacle
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BAB |
PENDAHULUAN

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah, pemerintah telah menetapkan aturan terkait
penggunaan sistem informasi untuk mempermudah penyampaian informasi dari
pemerintah daerah kepada masyarakat. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
dirancang dan dikembangkan untuk menyajikan layanan informasi yang saling
terhubung dan terintegrasi secara elektronik antara instansi-instansi pemerintah
daerah. Langkah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) terkait SIPD mencakup informasi keuangan daerah. Informasi ini
meliputi: a. perencanaan anggaran daerah, b. pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah, c¢. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, d.
pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, e. barang milik daerah, dan

f. informasi lainnya mengenai Keuangan Daerah.

Walaupun sudah terdapat aturan mengenai SIPD, akan tetapi dalam
pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu.
Pada tahap awal penerapan SIPD sejumlah instansi mengalami berbagai kendala,
seperti sistem yang sering mengalami eror dan menghambat proses kerja, yang
membuat beberapa instansi memilih tetap menggunakan sistem lama (Vitriana et al.,
2021). Penelitian yang dilakukan oleh Fahzura dan Najamudin (2022) di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat mengungkapkan bahwa
penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPD di
berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum berjalan sepenuhnya
optimal. Beberapa SKPD masih menghadapi tantangan dalam penggunaan aplikasi

ini, baik dari segi sistem, sumber daya, komunikasi, maupun faktor-faktor lainnya.

Observasi awal dan wawancara pendahuluan penulis dengan Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan dan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Dumai pada bulan Februari



Tahun 2024 menemukan beberapa masalah terkait penerapan aplikasi SIPD.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Hampir setiap tahun terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait
pemutakhiran pengelompokan atau klasifikasi, pengkodean atau kodefikasi,
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang

menyebabkan sering terjadinya penghapusan dan input ulang data.

2) Aparatur/operator SIPD masih belum paham dalam mengoperasikan fitur-

fitur karena kurangnya pendampingan intensif dari pusat ke daerah.

3) Penginputan data sering error karena servernya tidak kuat ketika penginputan

data dalam waktu bersamaan.

4) Menu evaluasi APBD belum dapat digunakan sehingga Evaluasi APBD

dilakukan manual oleh Pemerintah Provinsi.

5) Kurang responnya help desk Kemendagri dalam mengakomodir dan

menyelesaikan permasalahan teknis SIPD.

Sampai dengan Tahun 2024 BPKAD Kota Dumai menggunakan aplikasi SIPD
pada tahap perencanaan dan penganggaran. Sementara itu, untuk penatausahaan
laporan keuangan dan aset daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan pengembangan dari
Kementrian Dalam Negeri dan pihak swasta. Dalam pengelolaan aset daerah BPKA
Kota Dumai sampai saat ini masih menggunakan aplikasi e-BMD yang sepenuhnya

dari Kementerian Dalam Negeri.

Merujuk pada uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan
memahami secara kualitatif proses penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD). Penelitian ini berfokus pada: (1) implementasi SIPD di Kota Dumai
menggunakan kerangka teori Edward 111, yang mencakup komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi; (2) efektivitas SIPD dalam menyajikan informasi
untuk perencanaan keuangan dan aset daerah Kota Dumai; serta (3) keunggulan
aplikasi SIPD dibandingkan aplikasi SIPKD.
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